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Isi :
Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi yang semakin meningkat
mendorong manusia menciptakan teknologi yang diharapkan dapat
memudahkan atau membantu mereka untuk mencapai tujuan. Salah satunya
adalah terobosan IT yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa
menghubungkan antara pengguna jasa ojek dengan si tukang ojek melalui
sarana teknologi informasi tanpa harus berinteraksi langsung antara tukang
ojek dan pengguna ojek. Namun tidak hanya kepuasan yang mungkin
diperoleh oleh konsumen, melainkan juga kerugian saat terjadi kelalaian atau
perilaku tidak sepantasnya yang dilakukan oleh penyedia layanan. Sanksi dan
pertanggungjawaban pelaku usaha belum jelas tertera dalam peraturan yang
berlaku karena kedudukan hukum ojek online dan perusahaan penyedia
aplikasi belum jelas, ditambah para pelaku usaha yang masih melanggar
ketentuan pencantuman klausula baku yang diatur dalam UUPK. Rumusan
masalah adalah bagaimana peraturan dan kebijakan pemerintahan di sektor
jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor berbasis aplikasi daring?
Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa
angkutan orang dengan kendaraan bermotor berbasis aplikasi daring menurut
UUPK di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa? Untuk menjawab permasalahan
tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pelaku
usaha yang masih tidak memiliki payung hukum mengenai sanksi dan
pertanggungjawaban yang jelas dan masih mencantumkan Kklausula
eksonerasi ini tentu saja menimbulkan rasa tidak aman bagi konsumen yang
ingin menggunakan jasa tersebut. Guna menertibkan pelaku usaha,
pemerintah dapat membuat peraturan di bawah undang-undang yang khusus
mengatur kedudukan hukum bagi pelaku usaha tersebut, pemerintah juga
dapat mengawasi serta menindak tegas para pelaku usaha yang masih
mencantumkan klausula eksonerasi tersebut. Hal ini diharapkan dapat
menyeragamkan dan menertibkan para pelaku usaha serta dapat memberikan
rasa aman bagi konsumen yang hendak menggunakan layanan jasa tersebut.
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